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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. [bookmark: _Hlk133180294][bookmark: _Hlk133181081]Kesimpulan
1. Sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan  seksual terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap Muh. Aris Bin Syukur yang telah memperkosa sembilan anak di bawah umur.  Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 76 juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pengaturan tentang eksekutor terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak belum mempunyai kepastian hukum. Penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi.
2. [bookmark: _Hlk133180636][bookmark: _Hlk133181028]Hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan  perspektif kebijakan hukum pidana adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi atau hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yakni berupa pengumuman identitas pelaku, dan pidana tindakan yakni kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (7) 
3. Kendala dalam penerapan tindakan kebiri kimia bagi  pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah kebiri kimia merupakan aturan hukuman yang baru pertama kali dilegalkan di  Indonesia, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang untung dan rugi pemberlakuan hukuman kebiri kimia, dalam lembaran negara Nomor 5882 tidak memuat penjelasan yang jelas mengenai petunjuk teknis ekseekusi hukuman kebiri kimia, penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan eksekusi karena melanggar Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Hak Asasi Manusia, belum adanya pihak yang bersedia ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia, karena pada dasarnya jaksa berwenang dalam eksekusi tetapi tidak berwenang mengekseskusi bila hukuman diluar tugas jaksa

B. Saran
1. Mengingat begitu banyak kejadian kekerasan seksual terhadap anak, maka pemerintah dan DPR hendaknya tidak hanya menambah jenis dan berat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tetapi juga harus melindungi kepentingan anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang hanya menambah jenis dan berat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang salah satunya adalah hukuman kebiri. 
2. Negara sebaiknya mengkaji kembali dalam menggunakan hukuman kebiri sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang sedang merebak akhir-akhir ini dikarenakan banyak terjadi perbedaan pendapat terhadap pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun masyarakat mempunyai kesamaan pendapat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum dengan hukuman yang berat. 
3. Pemberian hukuman kebiri kimia sebagai bentuk pemidanaan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan merupakan cara yang ampuh untuk menghentikan maraknya tindakan kekerasan seksual terhadap anak mengingat kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu penyakit kejiwaan setelah efek obat antiandrogen habis maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan kembali seperti sedia kala. Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama dan menimbulkan dampak serius  sebaiknya bentuk pemidanaan yang digunakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diberikan hukuman mati saja tanpa dilakukan pemberian tindakan hukuman kebiri kimia.
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